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ABSTRAK

Nama : Melisa Putri

NIM : 210104045

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi . Efektivitas Peran Muhtasib Gampong Dalam Mencegah

Terjadinya Pelangaran Jarimah Khalwat ( Studi Kasus
Gampong Lamgugob,Kecamatan Syiah Kuala Kota

Banda Aceh )
Tebal Skripsi . 64
Pembimbing | : Dr. Tgk Sulfawandi, MA
Pembimbing 1l : Shabarullah M.H
Kata Kunci : Efektivitas muhtasib, mencegah, khalwat, Lamgugob.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2002 dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi dasar
hukum penerapan syari’at di Aceh serta merupakan dasar pembentukan
muhtasib gampong. Muhtasib gampong sendiri merupakan seseorang yang
disebut sebagal pageu gampong Yyaitu seseorang yang mengawal pelaksanaan
syari’at Islam di gampong. muhtasib gampong ini dikukuhkan melaui peraturan
Walikota Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tenaga dan Tugas
Muhktasib di Kota Banda Aceh. Namun faktanya meskipun terdapat muhtasib
gampong, pelanggaran khalwat masih banyak terjadi di gampong Lamgugob.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas muhtasib gampong dalam
mencegah terjadinya jarimah khalwat dengan melihat kepada teori represif dan
preventif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif ( empiris
). Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa muhtasib gampong dalam melaksanakan perannya masih
belum efektif dilakukan karena mengalami beberapa kendala dan hambatan dari
masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi oleh muhtasib adalah : keterbatasan
anggaran yang diperoleh oleh muhtasib gampong, jumlah petugas muhtasib
yang sangat terbatas, kurangnya kerjasama daripada masyarakat gampong,
rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran
khalwat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai substansi ganun jinayat
dan kewenangan muhtasib, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap
pelaksanaan tugas muhtasib.
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Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

TRANSLITERASI

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan
No |Arab |Latin Ket No |Arab |Latin Ket
1 | ' | dilamban 16| = t
bawahny
gkan 3
zdengan
bawahny
a
3| < T 18 d ‘
&y i s dengan titik :
4 5 di atasnya | 1° 5 €
5| ¢ J 2 J- F
h dengan titik 3
6 < s di bawahnya P Q
7 | 4 Kh 2 | 9 K
g | ° D 23 | U L
A . z dengan titik
9 “ di atasnya ~ ‘ M
10 2 R 25 o N
1] > z 26 3 W
12 o S 27 ° H
13| & Sy 28 ¢ :
s dengan titik P
14 <= § di bawahnya | 22 | © A
: d dengan titik
15 - d di bawahnya
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
’ Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan

huruf, yaitu:
Tandadan e Gabungan
Huruf Huruf

G r -

i Fathah dan ya Al

J r

Fathah dan wau Au

Contoh:
A - kaifa Jdst :haula

Xii



3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
c el Fathah dan alif atau A
s, B
g Kasrah dan ya
¢’ Dammah dan waw U
Contoh:
Jé . qala
oY) . rama
Jé 2 qila

gds ! vaqilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua;
a. Tamarbutah (3) hidup

Ta marbutah (¢) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah
dan

dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (¢) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3)
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d. diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (¢) itu

ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
Ly, Juby) : raudah al-atfal/raudatul atfal
daaal) 5 glall : al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madinarul
Munawwarah
dalk : talhah
Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad lbn
Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan
sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa
Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan

Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh dikenal sebagai salah satu provinsi yang menerapkan syari’at Islam
secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang
mana keistimewaannya berkaitan dengan bidang adat, pendidikan dan
agama.! Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengandung 10 (sepuluh)
jarimah, salah satunya adalah khalwat.

Dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 mendefinisikan
khalwat sebagai suatu perbuatan berada pada tempat tertutup atau
tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan
mahram dan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan kerelaan kedua belah
pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Pasal 23 ayat (1) menjelaskan
bahwa pelaku jarimah khalwat diancam dengan ugubat ta’zir cambuk
paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus)
gram emas murni atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.?

Meskipun telah ada ganun yang memberikan sanksi tegas terhadap
pelaku pelanggaran jarimah khalwat, namun pelanggaran tersebut masih
terjadi di Aceh, khusunya di Kota Banda Aceh. Dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan dan penegakan syari’at Islam di Aceh,

pemerintah membentuk lembaga wilayatul hisbah yang disebut polisi WH.?

1 Mukhlis,Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara kesatuan
Republik Indonesia,vol.5, No.1 Tahun 2014
2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
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Untuk melegalkan keberadaan lembaga wilayatul hisbah maka Undang-
Undang Pemerintah Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
dalam Pasal 244 ayat (2) menyebutkan Gubernur, Bupati/Walikota dalam
menegakkan qganun Syariat serta pelaksanaan syari'at Islam dapat
membentuk unit Polisi wilayatul hisbah. Maka terbentuklah sebuah
lembaga WH yang dikuatkan dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor 1
Tahun 2004 yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah,
yang mana Wilayatul Hisbah mempunyai tugas ( Pasal 4 ayat (1) ):

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam.

2.Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap
orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang syari’at Islam.

3. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, muhtasib perlu
memberitahukan hal itu kepada geuchik/kepala gampong dan
keluarga pelaku.

4. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang syari’at Islam kepada penyidik.

Di samping lembaga Wilayatul Hisbah, dibentuk juga lembaga
muhtasib. Landasan hukum terbentuknya muhtasib gampong ini terdapat
dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan syari’at
islam dibidang aqidah,ibadah dan syari’at islam. Secara yuridis,
muhtasib ini dapat didefinisikan sebagai petugas wilayatul hisbah yang
mempunyai wilayah kerja di lingkungan gampong.® Karena keterbatasan

anggota wilayatul hisbah untuk menjangkau pelosok-pelosok gampong

3 Hasanuddin Yusuf Adam,Refleksi Implementasi Syari’at Islam Di Aceh,( Banda Aceh
: Admin Foundation Publish & PENA, Banda Aceh,2009),him,29.



dalam penegakan syariat Islam, maka dibentuklah yang dinakaman
muhtasib. Dari hasil wawancara penelitian dengan pihak wilayatul
hisbah yang mana bahwa untuk saat ini muhtasib gampong hanya ada
satu disetiap gampong se-kota Banda Aceh. Pada umumnya muhtasib-
muhtasib ini berkerja sama dengan aparat desa jika terjadi pelanggaran
syari’at Islam. Muhtasib ini berkerja untuk mengawasi pelaksanaan
syari’at Islam ditingkat gampong dan memiliki hubungan yang bersifat
koordinatif, konsultatif dan komunikatif dengan lembaga wilayatul
hisbah. 4

Dalam rangka mengukuhkan lembaga muhtasib gampong maka
Walikota Banda Aceh mengeluarakan Surat Keputusan Nomor 68 Tahun
2022 Tentang Penunjukan dan Tugas Tenaga Muhtasib Gampong Kota
Banda Aceh Tahun 2022 yakni;

1. Melakukan sosialisasi ganun syari‘at Islam di gampong.

2. Melakukan penegakan hukum adat dan reusam gampong.

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan syari‘at
Islam terutama terhadap 10 (sepuluh) jarimah yang tercantum dalam
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu
khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual,
pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqgah.®

4. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif pada tempat
wisata, rumah kos, rumah kecantikan/salon, cafe dan tempat lainnya
yang terindikasi dapat terjadi pelanggaran syari‘at Islam.

5. Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

4 Abdul Hamid, “Peran lembaga wilayatul hisbah dalam sistem perekonomian
islam”,Lentera : Jurnal lmiah, VVol.1, No.2 , Juli-Desember 2019, him.107.

5 Selvia Junita Praja, Wia Ulfa, “ Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh”, Jurnal Kebijakan Pemerintah, Vol. 3, No.
1, 2020, him.12.



6. Ikut membantu menyukseskan program kota Banda Aceh gemilang
dalam bingkai syariat Islam.
7. Bertindak sebagai pusat informasi dalam upaya penjagaan dan

pelanggaran syari‘at Islam di gampong-gampong.®

Program muhtasib gampong ini, untuk saat ini hanya ada di
kota Banda Aceh. Program ini dibentuk dalam rangka untuk
mengawal penegakan syari’at Islam di Kota Banda Aceh khususnya
pelanggaran jarimah khalwat. Kedudukan muhtasib dalam tata
pemerintahan gampong dapat dilihat berdasarkan SK Walikota
Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tenaga Muhtasib di
Kota Banda Aceh yang menunjukan bahwa keberadaan muhtasib
gampong diakui dalam pemerintahan Kota Banda Aceh sebagai
petugas yang memberikan sosialisasi, pembinaan, pengawasan,
pemantauan, pencegahan, penjagaan dan memastikan kepatuhan
masyarakat terhadap syari’at Islam di gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan muhtasib gampong,
anggota mujtasib gampong tidak dipilih langsung oleh masyarakat
sebagaimana geuchik dan tuha peut gampong namun dari pihak Dinas
Syariat Islam Kota Banda Aceh meminta agar setiap gampong
mengirimkan satu orang untuk diangkat sebagai muhtasib gampong
kemudian oleh geucik gampong masing- masing dikirimlah orang
yang menjadi perwakilan sebagai muhtasib gampong kemudian
diseleksi oleh Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh berdasarkan
musyawarah dengan MPU dan pengangkatan berdasarkan Surat
Keputusan yang ditandangani langsung oleh Walikota Banda Aceh.

Keberadaan muhtasib gampong ini memiliki otoritas yang sama dengan

® Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan
Tenaga Muhtasib Gampong, Kota Banda Aceh Tahun 2022.



geuchik, teungku imum dan ketua pemuda gampong dan tuha peut

gampong’.

Sebenarnya dalam struktur gampong, aparatur gampong seperti
geucik dan tuha peut gampong memiliki peran pengawasan namun
lebih berfokus pada urusan pemerintahan. Tuha peut sendiri diatur
dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Yang
mana dalam pasal (18) tuha peut memiliki peran membahas dan
menyetujui ganun gampong , mengawasi pelaksanaaan pemerintahan
gampong, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat dalam
penyelenggaran pemerintahan gampong, merumuskan kebijakan
gampong, memberi nasihat dan pendapat kepada geucik serta
menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama
pemangku adat.® Pada peran yang terakhir, tuha peut bekerja sama
dengan muhtasib, dan aparatur gampong untuk menyelesaikan
permasalahan di gampong termasuk pelanggaran syaei’at Islam.
Berdasarkan wawancara dengan muhtasib gampong lamgugob yang
mana bahwa tuha peut disini sebagai pengawas namun menyangkup
keseluruhan baik itu pengawasan pemerintahan gampong maupun
perkara perkara yang ada digampong seperti pelanggaran syari’at
Islam. Dalam maslalah pelanggaran syari’at Islam Tuha peut tetap
dilibatkan dalam musyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara

pelanggaran syari’at.®

Dalam upaya pencegahan pelanggaran syariat islam, peran

aparatur gampong ini belum cukup mengingat jika aparatur gampong

7 Hasil wawancara dengan muhtasib gampong Lamgugob,yaitu bapak anshori, pada
tanggal 20 Desember 2024.

8 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

9 Hasil wawancara dengan muhtasib gampong Lamgugob,yaitu bapak anshori, pada
tanggal 20 Desember 2024.



memiliki tanggungjawab dalam urusan pemerintahan gampong dan
kurangnya pemahaman tentang hukum dan aturan terkait jarimah
khalwat sehingga peran muhtasib ini diperlukan untuk memaksimalkan
pencegahan jarimah khalwat di tingkat gampong. Muhtasib gampong
ini harus berperan aktif dalam mencegah dan mengurangi pelanggaran
khalwat. Namun beradasarkan data yang peneliti peroleh dari kantor
wilayatul hisbah Aceh, pada tahun 2023 terdapat laporan pelanggaran
khalwat yang terjadi Kota Banda Aceh.
Tabel 1.1 Jumlah Pelanggaran Khalwat Di Kota Banda Aceh

No. Wilayah Jumlah Ket
kasus
1. Geurih 1
2. Rukoh 1
3. Lambhuk 1
4. Lampriet 1
b. Alue naga 1
A Ulee pata 2
8. Cot preh 1
9. MRB Baiturrahman 1
10. Sekitaran MRB i
11. Lamgugob b
12. Ulee lheue 1
13. Terminal batoh 1

Sumber data:wilayatul hisbah,2023
Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa pelanggaran
jarimah khalwat yang terjadi di beberapa gampong namun yang
menarik disini, angka pelanggaran jarimah khalwat di gampong
Lamgugob lebih banyak dibandingkan gampong yang lain dan di
gampong tersebut terdapat muhtasib gampongnya. Kemudian

berdasarkan wawancara dengan geucik Lamgugob bahwasanya



muhtasib gampong tersebut masih aktif melakukan perannya.'® Namun
berdasarkan data tersebut, terdapat angka pelanggaran khalwat yang
cukup banyak terjadi di gampong Lamgugob, padahal muhtasib
gampong tersebut dikatakan aktif dalam melakukan perannya. Maka
berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat efektif
atau tidaknya muhtasib gampong ini untuk mencegah pelanggaran
jarimah khalwat. Sehingga penulis akan meneliti permasalahan lebih
detail lagi dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Muhtasib
Gampong Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Jarimah Khalwat
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang didapatkan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana efektivitas muhtasib gampong dalam mencegah dan
mengawasi pelanggaran jarimah khalwat?
2. Apa yang menjadi kendala oleh muhtasib gampong dalam mencegah
dan mengawasi terjadinya jarimah khalwat?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian penulis lakukan ini sesuai dengan
formulasi rumusan masalah yang telah diformat di atas yaitu:
1. Untuk mengetahui seberapa efektif muhtasib dalam mencegah dan
mengawasi pelaku pelanggaran khalwat.
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi kendala oleh muhtasib gampong
dalam mencegah dan mengawasi terjadinya jarimah khalwat.
D. Penjelasan Istilah
Penjelasan istilah yang terdapat dalam skripsi ini sangat diperlukan

sebagai pemaparan setiap substantif tentang definisi variabel yang telah

10 Hasil wawancara dengan geucik gampong Lamgugob,yaitu bapak Amanullah S.Ag,
pada tanggal 20 Desember 2024.



dibuat dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi dari setiap

variabel ini, maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara

lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah

istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Efektifitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya
suatu lembaga mencapai tujuannya. Apabila suatu lembaga berhasil
mencapai tujuannya, maka lembaga tersebut dikatakan telah berjalan
dengan efektif. 1 Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan
melihat hasil yang dicapai dari suatu tujuannya. Apabila suatu lembaga
berhasil mencapai tujuan, maka lembaga tersebut dapat dikatakan telah
berjalan dengan efektif.
2. Muhtasib

Muhtasib dalam istilah bahasa Arab adalah sesuatu yang merujuk
kepada seorang pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk
mengawasi pasar dan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan syari’at
Islam. Dalam skripsi ini, yang dimaksud muhtasib adalah petugas
wilayatul hisbah pada tingkat gampong yang bertugas dalam hal
pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam di
gampong dan terbentuk atas Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.*2

3 Jarimah Khalwat

Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau
tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam

Hisbah.

11 Ulum, lhyaul MD. Akuntansi Sektor Publik. (Malang: UMM Press, 2004) him. 294.
12 Keputusan Gubernur No.1 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul



yang dalam ganun jinayat diancam dengan 'Uqubat Hudud, Qishaz/Diyat
dan/atau Ta'zir. Dalam Figih Jinayah, jarimah disebut juga dengan tindak
pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah sebutan bagi hasil
perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. Istilah
untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik berupa perbuatan
tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sedangkan khalwat menurut
bahasa (etimologi), berasal dari khulwah dari akar kata khalat yang
berarti, sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah
keadaan sesorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.
Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif.
Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan
menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti negatif |,
khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar
dari pandangan orang lain antara pria dan seorang wanita yang bukan
muhrim dan tidak terikat perkawinan. Dalam literatur lain dikatakan
bahwa khalwat ialah berduanya laki-laki dengan perempuan yang bukan
mahramnya di tempat di mana orang lain tidak bisa melihat keduanya.
Imam al-Nawawi berkata, berduanya laki-laki asing dengan perempuan
asing (bukan mahram) tanpa di sertai orang ketiga, maka ini adalah
haram berdasarkan kesepakatan ulama.*®> Dalam skripsi ini, jarimah yang
dimaksud adalah jarimah khalwat, yaitu suatu perbuatan yang melanggar
Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam
penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang
menjadi bahan komparasi yaitu tentang efektivitas muhtasib gampong

dalam mencegah pelanggaran khalwat, maka penulis akan meneliti lebih

13 Irfan, “Khalwat,Perspektif Hukum Islam ”, Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol.2, No.
1, Juni 2020, him. 115-116.
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lanjut bagaimana efektivitas muhtasib dalam mencegah dan mengurangi
pelaku khalwat. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan
seberapa efektif muhtasib mencegah terjadinya jarimah khalwat dengan
menggunakan teori represif dan preventif dalam hukum Islam. Tema
permasalahan mengenai muhtasib sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap
penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang
terkait dengan penelitian ini yakni;

Pertama, hasil penelitian yang ditulis oleh Aditya Yoga Prayudi
2022 “Peran Muhtasib Gampong Dalam Meminimalisir Jarimah Khalwat (
Penelitian Di Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota
Banda Aceh )”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran
muhtasib untuk meminimalisir jarimah khalwat di gampong Peunayong,
kecamatan Kuta Alam, kota Banda Aceh. Hasil analisis dari skripsi yang
ditulis oleh Aditya Yoga Prayudi, peran muhtasib di gampong Peunayong
dalam mengawasi dan mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran jarimah
khalwat belum maksimal, karena ada tantangan dan hambatan dari
masyarakat setempat. Adapun hambatannya dalam mengawasi dan
mencegah pelaku pelanggaran jarimah khalwat seperti: keanggotaan
mu/ktasib masih kurang efektif dan pengetahuan dalam mensosialisaikan
nilai-nilai syari’at Islam, kurangnya pelatihan khusus terhadap anggota

mu/ktasib, masyarakat kurang peka terhadap kondisi gampong sulit untuk
bekerja sama dalam mengawasinya.*

Kedua, hasil penelitian yang ditulis oleh Melly Safitri 2020 *
Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarimah di Kota Banda Aceh (

14 Aditya Yoga Prayudi. “ Peran Muhtasib Gampong Dalam Meminimalisir Jarimah
Khalwat ( Penelitian Di Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda
Aceh)”, ( Skripsi yang dipublikasikan ), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda
Aceh 2022.
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Studi Kasus di 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala ) “.** Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran muhtasib untuk mencegah
pelanggaran jarimah di Kota Banda Aceh. Hasil analisis dari skripsi
yang ditulis oleh Melly Safitri peran dalam mengawasi dan mencegah
agar tidak terjadinya pelanggaran jarimah belum maksimal, karena ada
tantangan dan hambatan dari kalangan masyarakat setempat. Adapun
hambatannya dalam mengawasi dan mencegah pelaku pelanggaran
jarimah yaitu: anggota muhtasib masih sangat minim, anggota muhtasib
masih kurang efektif dalam mensosialisasikan nilai-nilai syari‘at Islam,
kurangnya kerjasama antara muhtasib dan masyarakat kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap syari'at Islam, kurangnya kesadaran
masyarakat dalam mencegah pelanggaran jarimah sehingga masih
terbuka ruang untuk terjadi pelanggaran jarimah di kecamatan Syiah
Kuala, Kota Banda Aceh.

Ketiga, hasil penelitian yang ditulis oleh Mauli Nabila 2022 “
Peran Muhtasib Dalam Meningkatkan Shalat Berjama’ah di Gampong
Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh“.!® Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran muhtasib dalam
meningkatkan shalat berjama’ah di gampong Bitai, kecamatan Jaya
Baru, Kota Banda Aceh. Hasil analisis dari skripsi yang ditulis oleh
Mauli Nabila bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa peran muhtasib
yakni mengajak, mengawasi, dan melakukan pembinaan masyarakat
gampong Bitai, hal ini belum berjalan efektif karena tiga komponen dari

tugas muhtasib itu ada yang belum diterapkan bahkan muhtasib sendiri

15 Melly Safitri. “Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarimah di Kota Banda
Aceh ( Studi Kasus di 5 Gampong Kecamatan Syiah Kuala ) “, ( Skripsi yang dipublikasikan ),
Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

16 Mauli Nabila.” Peran Muhtasib Dalam Meningkatkan Shalat Berjama’ah Di
Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh”, ( Skripsi yang dipublikasikan ),
Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,2020.
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masih kurang perduli terhadap masyarakat yang tidak pergi shalat
berjamaah.

Keempat, hasil penelitian yang ditulis oleh Sri Tajul Alam 2020
“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kota
Lhokseumawe Provinsi Aceh “!7 Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana peran wilayatul hisbah dalam pencegahan
khalwat di kota Lhokseumawe provinsi Aceh. Hasil analisis dari skripsi
yang ditulis oleh Sri Tajul Alam hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa wilayatul hisbah telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan
baik namun hasil dicapai belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor salah satunya ialah kurangnya komunikasi antara
wilayatul hisbah dengan warga dalam mencegah kasus pelanggaran
syari’at Islam.

Kelima, hasil penelitian yang ditulis oleh Faizar Fazri dengan
judul “ Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Menangani Pelanggaran
Qanun Syariah Di Kabupaten Aceh Tenggara“.*® Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana kewenangan wilayatul hisbah dalam
menangani pelanggaran ganun syariah di kabupaten Aceh Tenggara.
Hasil analisis dari skripsi yang ditulis oleh Faizar Fazri adalah
Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Qanun Di Aceh
Tenggara yaitu mengawasi terlaksana atau tidaknya semua hal yang
diperintahkan dan dilarang oleh Syariat di dalam masyarakat dan
wilayatul hisbah dalam menegakkan ganun syariah di Aceh Tenggara
mengalami banyak faktor penghambat yang menjadi kendala dalam

penegakan hukum di Provinsi Aceh diantaranya yaitu : subtansi ganun,

17 Sri Tajul Alam. “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kota
Lhokseumawe Provinsi Aceh” ( Skripsi yang dipublikasikan ) ,IPDN, Lhokseumawe, 2020.

18 Faizar Fazri “ Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Menangani Pelanggaran
Qanun Syariah Di Kabupaten Aceh Tenggara*®,( Skripsi yang dipublikasikan ), Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2023.
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politik hukum pemerintah, adanya perbedaan persepsi, moral dan
integritas penegak hukum, tekanan publik yang masih terbatas, serta
anggaran biaya. Upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun
masyarakat daerah Aceh yaitu : penerapan dan pembinaan terhadap
ganun jinayah, meningkatkan moral dan integritas para penegakan
hukum dan meningkatkan anggaran biaya untuk fasilitas para penegak
hukum.

Keenam, hasil penelitian yang ditulis oleh Syah Putra dengan
judul “Peranan Wilayathul Hisbah (WH ) Dalam Meminimalisir Pelaku
Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah “.*° Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana peranan wilayathul hisbah (WH) dalam
meminimalisir pelaku khalwat di kabupaten Aceh Tengah. Hasil analisis
dari skripsi yang ditulis oleh Syah Putra bahwa dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi wilayathul hisbah sudah optimal dalam menjalankan
fungsinya khususnya dalam meminimalisir pelaku khalwat di Kabupaten
Aceh Tengah ini. Di lihat dari data Tahun 2014 s/d Tahun 2015 Terus
mengalami kemajuan dalam meminimalisir pelaku khalwat tersebut yang
menandakan lembaga wilayathul hisbah sudah optimal dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, hanya saja masih ada beberapa
kendala yang di hadapi oleh lembaga wilayathul hisbah ini diantaranya
:1. Dalam upaya penegakan syariat Islam lembaga wilayathul hisbah
masih menghadapi berbagai persepsi yang kurang baik. 2. Kurangnya
peran masyarakat dalam penegakan syariat Islam khususnya khalwat ini
3. Kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana.

Jadi, dari dari beberapa skripsi diatas terdapat persamaan dan

perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti. Yang menjadi

19 Syah Putra ,“Peranan Wilayathul Hisbah (Wh) Dalam Meminimalisir Pelaku
Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah “( Skripsi yang dipublikasikan ), Universitas Medan
Area,2017.
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persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif
dan mengkaji muhtasib namun penulis lebih cenderung melihat ke
efektivitas dari keberadaan muhtasib tersebut. Sedangkan perbedaannya
adalah teori yang digunakan skripsi-skripsi diatas adalah teori Amar
Ma’ruf Nahi Mungkar, berbeda dengan teori yang penulis gunakan
dalam skripsi ini yaitu teori represif dan preventif dalam hukum Islam
dan hukum positif.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu instrumen yang digunakan
peneliti untuk memperoleh data, menganalisis data yang telah diperoleh
kemudian menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Instrumen
penelitian ini dapat berupa kualitatif, kuantitatif dan campuran. Dalam
penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar
dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban
dari masalah yang penulis ajukan. Agar hal ini tercapai maka penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif,
yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada
penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan
lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian
melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.?® Penelitian ini
ingin memberikan gambaran hasil pengamatan yang didapat dari
lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata. Dimana penelitian ini
hanya memfokuskan pada efektivitas muhtasib yang di dapatkan oleh

peneliti di lapangan.

20 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Edisi 1, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. X,
2010), him. 5.



15

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder, yaitu:

a.

Data Primer ialah data yang didapat secara langsung dari
narasumber. Data ini dihasilkan dari studi lapangan dengan
dilakukannya wawancara bersama informan penelitian.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan ganun Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan

data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini

yaitu melalui:

a.

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data
dengan metode survey melalui daftar pertanyaan yang peneliti
ajukan kepada responden untuk memperoleh informasi sehingga
dapat menjawab pertanyaan dari masalah penelitian ini. Jenis
wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur
yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan

sebelumnya.

. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa
data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau
dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi foto,

surat dokumen dan pembukuan.?

21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, ( Jakarta : Renika Cipta, 1998 ) him. 145.
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4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah
hasil data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Setelah
semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, penulis akan
mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya masing-masing
untuk mempermudah penelitian dengan menggunakan metode
normatif empiris yaitu memaparkan data yang ada, menganalisa
data teoritis dan praktis secara sistematis, faktual dan akurat.
Selanjutnya, data yang telah dianggap lengkap akan dilakukan
proses akurasi dan penilaian validitas data. Proses akurasi dan
validitas dilakukan untuk mengetahui kebenaran mengenai data
yang diperoleh.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis
data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang
membagi langkah- langkah dalam kegiatan analisis data dengan
beberapa bagian yaitu:

a. Reduksi Data
Suatu tindakan dengan memeriksa data yang perlu dan tidak
perlu supaya data menjadi lebih akurat dan dapat ditarik sebuah
kesimpulan, pada penelitian ini reduksi data adalah berupa

ringkasan dari hasil wawancara.
b. Penyajian Data

Pada tahap ini merupakan rangkaian informasi berupa
kalimat narasi ataupun hasil wawancara supaya dapat ditarik
kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian

berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data
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terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan
sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil
kesimpulan akhir?2,
5. Pedoman Penulisan
Pedoman penulisan berisi uraian tentang referensi yang
digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul
"Efektivitas Muhtasib Gampong Dalam Mencegah Terjadinya
Pelanggaran Jarimah Khalwat " antara lain referensinya sebagai
berikut:
a. Al-Quran dan Terjemahan
Al-Quran adalah kalam Allah swt. yang mengandung
mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan),
diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul (yaitu Nabi
Muhammad saw.), melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf,
diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai
ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah
An-Nas.?® Al-Quran dan terjemahan adalah Al-Quran yang
digunakan sebagai pedoman penulisan dasar hukum utama
dalam skripsi, jika dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara
khusus hukum yang ada, maka dasar hukum dalam penulisan
skripsi dapat diambil dari Hadis.
b. Hadis
Hadis adalah segala perkataan (sabda), perbuatan,
ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad saw. yang
dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis

dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran,

22 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet Ke-10 (
Bandung,Alfabeta, 2010 ), him. 334 -344.

2 Muhammad Ali al-Subhani, Al-Tibyan Fi Ulum Quran, ( Bairut:Dar Al- Irsyad, 1970
), him. 10.
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Ijma’ dan Qiyas. Dimana dalam hal ini, kedudukan hadis
merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam
skripsi ini tidak semua periwayat hadis digunakan sebagai
dasar hukum, hanya beberapa saja yang dipakai sebagai dasar
hukum yang berhubungan dengan unsur-unsur hukum pidana
Islam.
c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan untuk
menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul
skripsi "Efektivitas Muhtasib Gampong Dalam Mencegah

Terjadinya Pelanggaran Jarimah Khalwat “
G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan para pembaca dalam menelaah proposal
skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasannya. Penulis

membagi sistematika pembahasan ke dalam empat bab berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
penjelasan istilah, kajian pustaka, metodelogi penelitian, dan sistematika

pembahasan.

Bab dua penulis akan membahas landasan teori yaitu tentang
tinjauan umum tentang jarimah khalwat, dan penerapan teori dalam

Hukum Islam dan hukum positif.

Bab tiga merupakan bab pembahasan, pada bab ini penulis akan
membahas lebih dalam mengenai efektivitas muhtasib dalam mencegah
terjadinya khalwat dan kendala yang dihadapi oleh muhtasib dalam

mencegah dan mengawasi pelaku pelanggaran jarimah khalwat.
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Bab empat merupakan bab penutup dari penelitian ini yang
berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap

permasalahan skripsi yang diteliti.



